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MOTTO 

 

 

 Doa, usaha, dan kesabaran adalah bagian dalam hidup yang tidak dapat 

dipisahkan. 

 

 

o Mulailah dari hal kecil dan sederhana untuk mendapatkan apa yang 

menjadi impian.   

 

 

 Berikanlah sedikit senyuman, walaupun keadaan begitu sulit karena 

dengan tersenyum anda mendapatkan kesempatan untuk mengurangi 

keadaan sulit anda. 

 

 

o Jadilah seperti Orang Tua kita, yang selalu bekerja untuk 

keluarganya. 

 

 

 Generasi terdidik penerus bangsa adalah mereka yang mampu bertahan 

melewati dinamika ketika menjadi Mahasiswa. 

 

 

o Hidup adalah pilihan, pilihlah yang terbaik untuk membanggakan 

keluarga dengan prestasi sebanyak mungkin. 
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SINOPSIS 

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang melaksanakan pembangunan diberbagai 

sektor diawasi langsung oleh negara, namun saat ini pembangunan bukan menjadi 

tanggunjawab Pemerintah Pusat, tetapi tugas dari Pemerintah Daerah.  Hal ini merupakan 

bagian dari Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23/2014.  Dengan adanya 

Undang-undang tersebut maka daerah memiliki hak untuk mengelola aset daerahnya berupa 

sosial budaya, ekonomi, maupun politik.  Salah satunya Kota Yogyakarta melalui Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan adalah wewenang untuk mengelola aset berupa kawasan cagar 

budaya yang ada di Kota Yogyakarta.  Permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah 

kalender musim pariwisata dengan event-event budaya, kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia pariwisata yang kurang jumlah, belum terkelola dengan baik kawasan cagar budaya 

yang ada di Kota Yogyakarta, penegakan regulasi yang masih perlu dikuatkan ketika terjadi 

persoalan pengembangan fasilitas pendukung di kawasan cagar budaya Kota Yogyakarta, dan 

kurangnya anggaran untuk melestarikan kawasan cagar budaya.  Rumusan masalah dalam 

Penelitian ini “bagaimana pengelolaanpariwisata berbasis kawasan cagar budaya di kota 

yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?”. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Dengan unit informan 10 orang yang terdiri dari : kepala dinas 1 orang, kepala 

bidang 1 orang, staf dinas2 orang, masyarakat kawasan bangunan cagar budaya 4 orang dan 

pengunjung 2 orang.  Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  Dan analisa data dengan  non statistik yaitu analisis kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini maka dapat ketahui bahwa dalam pengelolaan kawasan cagar 

budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dimulai dengan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemanfaatan.  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga 

melibatkan satuan kerja perangkat daerah lainnya seperti Dinas Kebudayaan DIY, 

Kimpraswil, Bappeda serta Tim Ahli Cagar Budaya, dengan persyaratan yang harus dilakukan 

untuk bisa diusulkan dan direkomendasikan kepada pemerintah, legalitas hukum diatur dalam 

Undang-undang, pemanfaatan untuk kesejahteraaan rakyat dengan mempertahankan 

kelestariannya, melakukan perlindungan dan pengawasan, memberikan informasi manfaat 

kawasan cagar budaya, potensi ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dari adanya 

pariwisata.  Sehingga dapat disimpulkan pengelolaan kawasan cagar budaya sudah terlaksana, 

namun ada beberapa hal yang harus dibenahi dan perlu peningkatan, sehingga pelaksanaan 

dalam pengelolaan kawasan cagar budaya berjalan dengan baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang melaksanakan pembangunan di 

berbagai sektor diawasi langsung oleh negara, namun pembangunan di Indonesia saat 

ini bukan lagi menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, tetapi merupakan tugas dari 

Pemerintah Daerah.  Hal ini merupakan bagian dari Otonomi Daerah sesuai dengan 

yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 23/2014. 

Perkembangannya otonomi daerah di Indonesia sudah ada sejak 

diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah.  Walaupun asas yang 

digunakan adalah desentralisasi, namun otonomi yang berlaku pada masa itu masih 

kental dengan intervensi dari pusat.  Kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 

32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa otonomi daerah adalah 

hak, wewenang sekaligus kewajiban yang harus dijalankan daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri.  Yang kemudian dipertegas lagi oleh Undang-

Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.   

Semakin menegaskan bahwa tugas dan wewenang daerah untuk menunjukkan 

potensi diri dalam melakukan pengelolaan segala aset yang dimiliki oleh daerah.  Hal 

ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri serta bebas dari 

intervensi pemerintah pusat secara penuh.   Dengan adanya keleluasaan daerah untuk 

mengatur segala aspek kehidupan yang ada di daerah seiring dengan pemenuhan 

kebutuhan atau aspirasi masyarakat maka pemerintah daerah sebagai perwakilan 

negara di daerah dituntut untuk memiliki daya inovasi, kreasi, intelegensi, dan 
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kejujuran dalam menggagas atau mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi di 

daerah, serta memunculkan potensi-potensi baru diberbagai sektor di daerah. 

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33/2004 tentang 

Perimbangan Keuangan yang berdasarkan pada asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, 

dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari otonomi daerah  

maka daerah mempunyai tugas untuk mengelola daerahnya sendiri. Dengan demikian, 

Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya secara 

leluasa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Seperti yang 

telah dijabarkan sebelumnya, salah satu sektor yang sangat potensial untuk 

mengembangkan daerah adalah salah satunya di sektor pariwisata. 

Otonomi daerah telah membawa dampak yang luas bagi kemajuan serta 

perkembangan suatu daerah, hal ini disebabkan karena keinginan daerah untuk 

mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang tersedia salah satunya potensi 

wisata bangunan bersejarah yang ada di Kota Yogyakarta.  Dengan adanya otonomi 

daerah tentunya memberikan peluang bagi daerah untuk memiliki kewenangan penuh 

dalam mengembangkan potensi pariwisata dan sekaligus mengenalkan kebudayaan 

lokal kepada masyarakat.  Otonomi daerah mencakup tiga hal penting, yaitu good 

governance, kemandirian, dan komplementasi, sedangkan dalam good governance 

atau pemerintah yang baik dan bersih memerlukan tiga syarat penting yaitu berpihak 

pada rakyat, transparansi, dan akuntabilitas.   

Hal-hal seperrti di atas sudah barang tentu juga mempengaruhi sistem, cara 

kerja dan kinerja para birokrat budaya di berbagai daerah agar dapat menyesuaikan 

diri dengan perubahan jaman yang tengah terjadi. 

 

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

menyebutkan, pemerintah memajukan Kebudayaan Nasioanal Indonesia.  Setelah 
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terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik, bunyi pasal tersebut 

dirubah menjadi dua ayat sebagai berikut: 

(1) Negara memajukan kebudayaan nasianal Indonesia di tengah peradaban 

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budaya. 

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan 

budaya nasional. 

Beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara.  Pertama, 

adalah pengertian tentang Kebudayaan Nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan 

dianut oleh penduduk Indonesia.  Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam 

kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia.  Ketiga, negara 

menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan 

kebudayaan miliknya.  Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, dirumuskan 

bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan memajukan 

kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Oleh karena itu sangat mendesak untuk diadakan pengkajian terhadap sistem 

pengelolaan sumber daya budaya (cultural resources management), yang terutama 

terkait dengan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, sejak dari inventarisasi, 

pendaftaran, penetapan, pemeliharaan hingga pemugaran atau pemulihan kembali dan 

pemanfaatannya, dalam rangka menghadapi era otonomi daerah. 

 

 

Dengan adanya otonomi daerah tentunya dapat membawa arah dan kebijakan 

dapat dipakai sesuai dengan kondisi daerah tersebut seperti salah satunya di 

Yogyakarta sendiri dimana regulasi dan kebijakan yang digunakan disesuaikan dengan 
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visi misi daerah Yogyakartadalam menjaga budaya yang ada tetap bertahan di tengah-

tengah keberadaan jaman yang semakin kompleks dengan budaya luar Yogyakarta.  

Instansi pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan yang menjadi 

pedoman utama adalah adanya peraturan-perundangan sebagai panduan kerja, 

termasuk di dalamnya urusan pemerintahan bidang kebudayaan.  Fasilitasi regulasi 

telah mengalami kemajuan, sejak perundangan pertama yang masih sangat parsial, 

khususnya terhadap tinggalan budaya artefaktual yaitu sejak Monumenten Ordonansi 

Statsblad No. 19 Tahun 1913 (stbl. Tahun 1931 No. 238 dan diubah menjadi No. 21 

tahun 1934/stbl. Tahun 1934 No. 515), kemudian diubah menjadi Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.  Kemudian 

Undang-undang ini juga telah berhasil diganti/disempurnakan dengan Undang-undang 

nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.  Pada bagian lainnya sudah terbit lebih 

dahulu Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 

Meskipun sudah ada pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, 

tetapi implementasi di lapangan masih memerlukan petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis.  Pemerintah DIY sebenarnya telah lebih lebih dahulu menyiapkan 

Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan 

Benda Cagar Budaya serta kelengkapan teknis berupa Peraturan Gubernur No. 74 

tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan 

Bangunan Cagar Budaya, Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan 

Cagar Budaya, serta Peraturan Gubernur No. 76 tahun 2008 tentang Pemberian 

Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya.  

Secara formal Undang-undang tersebut ditetapkan sebagai upaya penyempurnaan dari 

Monumenten Ordonansi Statsblad 238 tahun 1931 buatan Pemerintah Hindia Belanda 
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dan Undang-undang No. 5 tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan jiwa 

zaman.   

Namun konsep pelestarian cagar budaya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara ekplisit, namun cukup 

menggambarkan bahwa arti pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya 

perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan-batasan secara 

relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi 

merusak cagar budaya.  Oleh karena itu munculah kesan bahwa upaya-upaya 

pengembangan atau pemanfaatan dapat mengancam kelestarian jika tidak 

dikendalikan secara ketat.  Oleh karena itu tidak mengherankan bila konsep 

pelestarian yang dirumuskan dalam undang-undang cagar budaya yang baru belum 

banyak dipahami oleh masyarakat luas.   

 Ketentuan umum UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk 

mempertahankan keberadaaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkannya.   Adapun istilah situs yang unsur pembentuk 

kawasan cagar budaya didefinisikan sebagai lokasi di darat dan/ atau di air yang 

mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar 

budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.   

Kebijakan politik Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kepala 

Daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menjadi pijakan 

bagi perencanaan strategis Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke 

level perencanaan tahunan.  Di sebutkan dalam Visi serta Misi Gubernur DIY yaitu 

Visi “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, 

Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”.  Dan salah satu Misi yaitu 

“Membangun Peradaban Berbasis Nilai-nilai Kemanusiaan”.   
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Hal ini dapat dilihat ketika adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  Nomor 

557/KEP/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Yogyakarta.  Yang disebutkan di dalamnya  bahwa wilayah Kota Yogyakarta 

memiliki potensi kegiatan kepariwisataan yang bersumber pada nilai-nilai kearifan 

lokal, nilai-nilai luhur budaya bangsa dan dikembangkan selaras dan serasi dengan 

sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta bersinergi dengan Pemerintah DIY dan 

Pemerintah Pusat dalam menata dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kota 

Yogyakarta.  Seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda D.I.Y  Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ,yaitu tindakan pembinaan, 

pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.  Untuk melaksanakan Perda tersebut, 

antara lain dikeluarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 

tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya. 

Melalui Perda DIY No. 6 Tahun 2012, diharapkan tetap terjaga kelestarian 

kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta terutama aspek fisiknya, yang meliputi 

lingkup kawasan dan spasial yang lebih kecil yaitu lingkup bangunan. 

Hal ini dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang 

banyak menyimpan sejarah masa lalu,hal ini dapat dilihat dari adanya bangunan-

bangunan tua atau kuno yang menjadikan Yogyakarta sebagai Kota Budaya paling 

banyak diantara kota lain maupun provinsi lain di Indonesia.  Sebagai ibukota Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, salah satunya sebagai 

Kota Kebudayaan dan Pariwisata.   

Potensi yang ada di Kota Yogyakarta salah satunya dari sektor pariwisata.  

Sektor pariwisata mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan, 

menumbuhkan, mempertahankan budaya-budaya lokal, dan juga untuk lebih 
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mengenal, mempelajari dan mengetahui suatu negara, masyarakat, dan budayanya.  

Para wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara yang berkunjung ke Kota 

Yogyakarta memiliki motivasi untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam 

misalnya cagar alam, kebun raya, tempat-tempat bersejarah, bangunan kuno, dan lain-

lain.  

Berdasarkan tabel I.1 dibawah ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah 

wisatawan Mancanegara maupun Nusantara di Yogyakarta  terus meningkat.    

Tabel I.1. Perkembangan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara 

Indikator Capaian 

2013 

2014 

Target Realisasi % Realisasi 

Jumlah Wisatawan Nusantara 2.602.074 2.754.981 3.091.967 112,23 

Jumlah Wisatawan Mancanegara 235.888 249.854 254.213 101,74 

Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2014 

Perkembangan wisatawan ini menunjukkan capaian yang menggembirakan.  

Dimana capaian dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan di tahun 2014 dimana 

Tingkat kunjungan wisatawan Nusantara maupun Mancanegara menunjukkan tren 

kenaikan dari tahun ke tahun.  Hal ini didukung oleh beragamnya potensi pariwisata di 

Daerah Istimewa Yogyakarta baik potensi alam, budaya, serta berbagai potensi wisata 

lainnya.   

Walaupun potensi pariwisata yang terdapat di DIY dinilai sangat terbuka dan 

masih mungkin dikembangkan lagi, namun ada permasalahan yang timbul.  

Permasalahan yang timbul ini diakibatkan kalender musim pariwisata dengan event-

event budaya, dimana jumlah wisatawan meningkat seperti liburan sekolah atau 

liburan hari raya dan akhir tahun.  Ditambah lagi peningkatan kunjungan wisatawan, 

dinilai tingkat pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional 
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belum memadai sesuai dengan jumlah dan karakteristik wisatawan yang semakin 

beragam.  

Selain itu permasalahan dalam pemeliharaan bangunan cagar budaya masih 

belum terkelola dengan baik.  Ini bisa dilihat dengan kemunculan bangunan baru di 

dalam kawasan Cagar Budaya yang walaupun bisa menjadi faktor positif karena 

merupakan fasilitas pelengkap, juga bisa bersifat negatif jika kemunculannya tidak 

terkendali.  Juga persoalan penegakan regulasi seringkali yang masih perlu dikuatkan 

ketika terjadi persoalan dengan pengembangan fasilitas pendukung di kawasan cagar 

budaya. 

Menyadari bahwa Kota Yogyakarta memiliki potensi pariwisata sekaligus 

kebudayaan yang banyak di DIY tentunya perlu sebuah aturan serta pengelolaan yang 

baik untuk dapat mempertahankan kebudayaan terutama di sektor kawasan cagar 

budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa.  Untuk itu penulis mencoba untuk 

mengangkat judul penelitian “Pengelolaan Kawasan Cagar Budayadi DinasPariwisata 

dan Kebudayaan  Kota Yogyakarta” 

 

 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang di 

dapat adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kawasan Cagar Budaya di 

Kota Yogyakarta?” 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
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membawa wisatawan dapat diminimalisir kemacetan dan kecurangan dalam penjualan tiket 

penumpang. 
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